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ABSTRAK

A. LATAR BELAKANG

Laju perkembangan kehidupan masyarakat pada masa globalisasi berdampak
pula pada perkembangan perekonomian, selanjutnya dinamika pertumbuhan
perekonomian tentu berdampak langsung pada pola kehidupan masyarakat. Salah satu
lini pemanfaat pperkembangan ekonomi dimasa globalisasi adalah penggunaan kartu
kredit ( (credit card). Penggunaan credit card menjadi salah satu ciri masyarakat
modern dalammelakukan pembayaran, yakni pembayaran non tunai sebagai ganti dari
pembayaran tunai tunai. Pembayaran non tunai menggunakan kartu kredit ini menjadi
trend dan gaya hidup terutama di kota-kota besar. Pernyataan tersebut ditunjukkan
dengan pusat-pusat perbelanjaan di kota besar yang selalu menyediakan metode
pembayaran non tunai melalui kartu kredit.

Pengertian mengenai credit card secara tersurat didefinisakn dalam pasal 1

ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor No.7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah



dengan Peraturan Bank Indonesia N0.10/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan
alat pembayaran dengan menggunakan kartu, “Kartu kredit adalah alat pembayaran
dengan mengguakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembyaran atas
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan
dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang
kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu
berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang
disepakati baik secara sekaligus atau secara angsuran”.*

Berdasarkan fenomena peningkatan masyarakat pengguna credit card tentu
ada baiknya juga diimbangi dengan eksistensi perlindungan hukumm bagi para
pengguna fasilitas kartu kredit. Berdasarkan pernyataan tersebut tersebut, Bank
Indonesia selaku pemegang pelaksana kekuasaan moneter mengeluarkan kebijakan
melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indoesua Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI /2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.?

Pada konsideran regulasi tersebut memberi penekanan pada terwujudnya sisi
kehat-hatian dan sisi perlindungan konsumen selama praktik penggunaan fasilitas alat
pembayaran non tunai menggunakan kartu. Peraturan Bank Indonesia diatas
memberikan ketentuan terhadap batas penyelenggaraan pembayaran non tunai
dengan credit card, baik itu bagi pengguna, maupun pemilik fasilitas credit card.

Pemilik atau dalam hal ini penerit credit card memiliki kewajiban untuk menerapkan
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mitigasi risiko sebagaimana ketentuan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia, selain itu penerbit credit card juga perlu memerhatikan perlindungan
kepada pengguna atau konsumennya. Selaras dengan Pasal 6 ayat 1 PBlI Nomor
11/11/PBI /2009 telah memberikan ketentuan kepada penerbit agar menyerahkan
informasi tertulis kepada penguna credit card, seperti halnya pola, tata cara,
perhitungan bunga, dan ketentuan denda. Keseluruhan informasi tersebut juga
disampaikan secara tertulis dan jelas pada lembar taghan yang dipegang oleh
pengguna credit card.

Adapun keberadan jaminan terhadap pengguna fasilitas kartu kredit adalah
dilindungu, ditunjukkan dengan adanya larangan bagi setiap penerbit untuk
mencantumkan poin perjanjian baku, tambahan, maupun perubahan ang disbuat
secara sepihak oleh pihak penerbit selama pengguna creddit card msih dalam masa
menikmati fasilitas credit card yang diterbitkan. Eksistensi larangan tersebut secara
tegas disampaikan mealui Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. apabila ketentuan ini dilanggar maka perjanjian
antara penebit dan pengguna credit card dampaknya dalah batal demi hukum, seperti
itulah amaanat dari Pasal 18 ayat (3) UU Perlindugan Konsumen.

Penetapan klausul baku, tambahan, maupun adendum yang dilakukan sepihak
oleh penebit credit carddengan tanpa persetujuan lebih dahulu kepada para pengguna
credit card bisa saja memberikan kerugia-kerugian materiil kepada konsumen.misalnya
klausula baku yang ditmbahkan tersebut adalah pemberian denda maupun biaya
administrasi yang tiba-tiba sudah diubah oleh penerbit credit card dan percepatan
tanggaljatuh tempo pembayaran kredit. Contoh riil dapat ditemukan pada salah satu

billing statement salah satu nasabah pengguna fasiltas credit card “Yth. Pelunasan



cicilan yang dipercepat akan dikenakan biaya tambahan 200 ribu ditambah biaya
lainnya jika ada (+ promo yang lainnya)”.?

Penambahan klausul baku seperti contoh diatas tentu tidak mengindahkan
asas perjanjian yangmana sesuai dengan pasal 1320 KUHP salah satunya adalaha
adanya kesepakatan para pihak terhadap perkara yang dipesetujukan. Kasus
Penambahan klausul kontrak baku seperti ini diancam dengan sangsi sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan konsumen dengan
menyatakan batal demi hukum bilamana dicantumkan secara sepihak klausul baku
pada saat pengguna credit card berada pada masa memenafaatkan jasa credit card.

Berdasarkan urian latar belakang diatas maka artikel ini mengulas penelitian
dengan judul “Aspek perlindungan hukum pengguna credit card sebagai alat
pembayaran dalam transaksi perdagangan menurut Pasal 18 UU Perlindungan
Konsummen”. Kemudian pembahasan dikerucutkan dalam rumusan masalah

bagaimana perlindungan hukum pengguna credit card berdasarkan Pasal 18 UU

Perlindungan Konsmen terkait pencantuman klausula baku.

B. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dilakukan dengan
meneliti data seknder berupa bahan hukum primer yaitu UU Perlindungan Konsumen.
Peneleitian ini bersifat deskriptif analitis agar memberikan gambaran jelas mengenai
subjek dan objek penelitian, kemudian menemukan jalan keluar dengan analisa hukum
untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada. Pengumpulan bahan
hukum menggunakan teknik studi kepustakaan untuk menemukan bahan bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3 Billing Statement Tagihan Kartu Kredit Pada Bank “X”.



C.

Pembahasan

Aspek perlindungan hukum terhadap pengguna fasilitas credit card baik secara
formil maupun materiildalam penuliasn ini dipandang cukup penting untuk ditelaah.
Pertumbuhanteknologi yangberdampak langsung pada efisiensi perekonoian khususnya
pembayaran merupakan salah satu indikator efektifitas dalam pembayaran non tunai.
Guna meraih keefektifan dalam sistem pembayaran, credit card hadir sebagai wujud dari
perkembangan teknologi yang baik secara angsung maupun tidak langsung berdampak
baik bagi masyarakat. Pengguna credit card atu dalam halini adalah konsumen
merupakan masyarakat yang memakai jasa maupun barang untuk kepentingan dirinya
sendiri, keluarga, masyarakat, maupun orang lain dengan maksud tidak diperdagangkan.
Mendesaknya kebutuhan mekanisme perlindungan hukum bagi para konsumen
ditunjukkan dengan adanya itikad tidak baik dari penerbit credit card dalam memberika
klausula sepihak pada perjanjian baku tanpapersetujuan terlebih dahulu. Dengan
demikian upaya - upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap
kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera
dicari solusinya. Terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya
permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen guna menyongsong era
perdagangan bebas yang akan datang.

Wujud dari perlindungan hukum terhadap penikmat fasilitas credit card selaku
konsumen telah disampaikan dengan jelas pada peraturan perundang-undangan yang
berkaitan. UU Perlindungan konsumen menawarkan jaminan kepastian hukum supaya
hak-hak para pengguna credit card sebagai konsumen secara nyata tepenuhi. Selain itu
UU Perlindungan Konsumen juga bermaksud untuk mencegah tindakan kesewenang-
weangan penerbit credit card yang berpotensi merugikan para penikat fasilitas credit

card. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah memiliki peraturan perundang-



undangan yang komprehensif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

Calon pengguna credit card tentu wajib memaatuhi prosedur dan ketentuan
khusus yang sebelumnya telah disampaikan penerbit credit card sebelum dirinya
memperoleh fasilitas. Ketentuan yang hars dipenuhi calon pengguna antaralain harus
menunjukkan dengan elampirkan identitas sesuai dengan kartu tanda penduduk, surat
keterangan penghasilan, dan melakukan pengajuan permohonan berbentuk isian
formulir yang sudah disiapkan oleh penerbit.

Pada isian formuir isian identitas calon pengguna credit card telah dcantumkan
syarat yang harus disetujui oleh kedua pihak, ketentuan ini yang nantinya disebut dengan
kausula baku dalam perjanjian penggunaan credit card. Istilah klausula baku tersebut
dapat diidentifikasi pada pasl 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen didalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “klausul baku sebagai adalah
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih
dahulu oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian
yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Didalam pencantuman klausula baku pada formulir aplikasi kartu kredit, pihak
penerbit kartu kredit wajib mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dalam hal
pencantuman klausula baku sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 UU Perlindungan
konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak penerbit credit card ketika memberi
penawaran jasa yang kemudian ditujukan untuk diperdagangkan dan tidak diperbolehkan
membuat klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang pada intinya
berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penyataan tersebut selaras
dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Lebih lanjut mengenai larangan bagi pihak penerbit

credit card dalam pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g yang



berbunyi “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”. Lebih lanjut pada
pasal Pasal 18 ayat (2) mnegaskan "pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku
yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti.

Oleh karena ketentuan di atas penerbit credit card dilarang bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g
serta Pasal 18 ayat (2). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertetangan
dengan Undang-Undang ini (Pasal 18 ayat (4). Dengan demikian urgensi akan
peningkatan kesadaran hak-hak konsumen adalah hal penting supaya para konsumen
khususnya pengguna fasilitas credit card dapat memproteksi dirinya dari pelaku usaha
yakni penerbit kartu kredit yang terindikasi memiliki itikad buruk ketika mencantumkan
klausula baku dalam perjanjian kartu kredit .

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku adalah :
bahwa pemegang kartu kredit didalam pencantuman klausula baku dilindungi
berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g serta Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan
Konsumen. Penerbit kartu kredit dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku
pada setiap dokumen - dan/atau perjanjian berisikan menyatakan pengalihan tanggung
Jawab , dilarang menyatakan tunduknya pemegang kartu kredit kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh penerbit kartu kredit selama masa memanfaatkan jasa, dan dilarang
mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak

dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
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